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b

bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkem=
bangan perekoncrian Daerah, dalam rangka pelake-
sanaan otonoml Daerah yang nyata dan bertanggung
jawab, diperlukan upaya-upaya untuk menambah
dan memupuk sumber pendapatan Daerah j

bahwa mengadalken usalia-usaha penyertaan  modal
Daerah pada Pilhekx Ketiga adalah salah gatu sarae-
na untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan
Dagral 3

vahwa berdasarkan pasal 60 Undang=-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan  di
Daerah, Pemerintaih Daerah dapat melakukan usaha=-
usaha gebagal saiah satu sumber pendapatan Dae=
rah yang diatur dengan Peraturan Daerah 3

&, bahwa ocveveee
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bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada
Pihnk Ketiga, telah diatur mengenai tata cara pe-
nyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga ;

bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta
rengembangan usasha=-usaha penyertaan modal Deerah
pada Pihak Ketiga termeksud perlu diatur  dengan
Pgraturan Daerah,

Undang~undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok =
pokeok Pemerintahan Di Daerah

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemben=~
tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propingl Jawa Barat

Peraturan Pemerintah Nomoxr 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Perxrtanggungjawasban dan Pengawasan Ke=
uanzan Daexrah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Doerah -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
1974 tentang Bentuk Peraturan Dasrah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979
tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer % Tahun 1986
tentang Penyertaan lodal Daerah pada Pihak Ketl =
8o

Dengan persetujuan

DEVAN  PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II CIANJUR
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAN-
JUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAE=-
RAX TINGKAT IT CIANJUR PADA PTHAK KETIGA,

BAB I
KETENTUAN UNUY
Pasal 1

Dalam Persturan Daerah inl yang dimaksud dengan :

&, Daerah adalah Kabupaten Daereh Tingkat II Cian=-
Jure

be Pemerintah Daerah adalah Pemeriniah Kabupaten
Daerah Tingkat IX Cianjur,. :

¢s Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Das =
rgh Tingkat II Cilanjure

ds Dowan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Porwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Dasrah Ting=
¥at II Cianjur,

@e Dinas Pondapatan Dasrah adalah Dinas Pendapa’an

Dagral Kabupaten Duersh Tingkal II Cilanjur,

?, Modal Daerah adalah Lkekayaan Daerah (yang belum
dipisahkan) baik berwujud uang maupun bavang
veng dapad dinilail dengan uang seperti tanah,
bangunan, mesin-mesin, inventarls, suratesurat
herharga, fagilitas dan hak-hak lainnya,

ge Penyertaan Hodal Daerah udalah setlap usaha da-
lam menyertakan modal Dacrah pada suaiu  usaha
barsama dengan Pihak Ketiga, dan atau peman -
Paatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan
suatu imbalan tertentu.

Pihak Ketiga adalah Inetansi atav Badan  Uszha
dan atan Perseorangan yang berada di luar orge-
nigagi Pemerinish Dzerah antara lain Pemerintah
Pusat, Pemerintah Dserah lainnya, Badan  Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha
Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing
vang tunduk pada Hulkum Indonesis,

Iy
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1. Angzaran cescee
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1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalsh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkad;
IT Ciandurre

BAB II
TUJUAN
Papel 2

(1) Penyertsan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan une
tulk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan menambah
pendapatan Dasrahe

(2) Untuk meneapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, pe-
nyertaan Modal Dasrah pads Pihak Ketiga dilaksanakan
bardagarkan pringlipe-prinsip ekonoml perusahzan,

B AB III
TATA CARA YENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertzan Hodal Daerah Pada Pilhak Ketlga dapat dilaksana=-
kan dengan cara s

a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah
basbadan hukom, =ehat dan mempunyal prospek bailk 3

bs Sebagal pendiri dalam pembentukan Perssroan Terbatas
(21) 3

¢. Kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keun=
tungan, kontrak bagl hasgil usaha dan kontrak bagl tem =~
pat usah8e

Pasal 4

{1) Untuk melakukan pembellian saham pada suatu Pergeroan
Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahu-
11 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

(2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimaw
na dimakeud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan penja =
jekan terhndap Persercan Terbatas (PT) yang akan men -
jual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai
Jenls dan harga saham dimaksud.

(3) Apabila eee
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Apabila Bupati Kepela Daerah menyetujui jenis dan hore
za sahem sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, meka
untuk pelaksansannya ditetapkan dengan Surat Esputusan
Bupati Kepala Daerah tentang Pembellian saham dimaksud.

Bupati Kepela Daerah merunjuk pejabat untuk bertindak
mewakill Pemsrintah Daerah dalam melaksanakan pembelie
an saham,

Pagal 5

fetiap melakukan penyertaan Modal Daesrah dalam pembsne
‘tukan Persgercan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Per =
aturan Daerah.

Sehelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1)
Pasal Ini, diedakan perjanjian Dasar antara Bupati Ke-
pala Daerah dengan pihakw~pihak yang ikut dalam pendi =
wian Perserocan Terbatas (PT).

Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pagal ini, memuat materi pokok :

@, Identitas masgling-masing pihak ;

be Jenis dan nilai Modal saham para pilhak 3
s, Bidang Usaha ’ :
de Perbandingan Modal g

ae Hak, Kewajiban dan sankslw-sanksl

Pe Iminelain yang dlanggap perlue

Berdagarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan MNModal
Degrah dan Perjanjian Dasar sebagaimane dimaksud ayst
(1) dan (3) Pazal ini, kemudian dibentuk Perseroan
Texbitaa(PT) dengan akte Notaris,

Bunatl Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang bertindak
urtuk den atas nama Temerintah Daerah bersamawsama dew-
nzan Pihak Ketiga mendirikan Perserocan Terbatas (PT),

Pagal 6

Penyertasn Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5
Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk uvang, dianggar-
kan delem Anggavan Pendapatan dan Belanja Daerah dan
dilaksanakan dengan Keputusan Bupatl Kepala Dasrah,

(?) Penyertaan ¢scaoe




(2)

(4)

(3}

&

Penyertaan Modal Dasrah sebagaimana dimaksgud dalam Pae-
sal 5 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk barsng,
ditetapkan dengan Xeputus-n Bupatl Kepsla Dacrah se -
telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Dasrahe

Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Bupati
Kepela Dzerah sebagaimana dimaksud dalem ayat (2) Pa -
=zl ini, sebelum dilaksanakan perlu dimintakan penge =
ganhan Menteri Dalam Negeri,

Kekayaan Dacrah yang tertanam delam Pergercan Texbalag
(PC}, merupakan kekayaan Daereh yang dipisahkan,

Pasal 7

Untuk mengadakan koatrak manajemen, kontrak produksi,
kortrak bagl keuntungang kontrak bagl hasil usaha dan

rontrak bagi tempat uvsaha bherdasarkan Peraturan Daerah
inis Bupatl Kepala Daerah harus mendapat persetujuan
ferlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
atag rencana kontrak dimaksud,

Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyzt
Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadae
Ian perjanjian bersama bersyarat antara Bupati Kepala
Naerah dengan Pihak Ketiga yang bersangluian yang me -
pmuat materi pokok s

2s fdentitas maging-masing Pihak j

he Jenis dan nilail model darl para Pihak 3
G Didang Usaha g

de Jangks waktu perjanjian ;

s, Hek dan kewajiban serta sanksiesankel ;
Pe hainelain yang dianggap periu.

velaksansan kontrak manajemen, kontrak produksi, kon =
teak bagi keuntungan, kontrak bagl hagil usaha dan
ataw kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud
perjaniian pada ayat (2) Pasal ini, difetspkan dengan
Kepubusan Bupati Kepals Deerah, yang berlaku setelah
mendevat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

(4) Apabila sivsocrers




(4)

(1)

(1)
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Apabila Keputusan Bupati Kepala Dmerah tersebut tidak
mendapat pengesahan Menterl Dalam Negerl  sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, perjanjian men=
Jadl batal,

Pagal B8

Unfuk melalkuknn penilaian terhadap barang yang disere
takan sebagal modal saham Daerah dalam pembentukan
Pergeroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilal bae
rang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain
dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen,kon=
trak produksl, kontrak bagi kuntungan, kontrak  bagi
htwglil usaha dan kontrak bagi tempat -usaha gebagaimana
dimakeud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Pera =
turan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah membentuk Pa -
nitia yang terdirl dari Unsureunsur Sekretariat Wilae
yah/Daerah Tingkat II Cianjur, Unsur Dinasz, Instansi
yang terkalt dan Tenaga Akhli/Konsultan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang=-undangan yang berlakue

¥ Dinasg Pendapatan Daersh merencanakan dan mengikuti
perkembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah pada

Pihak Ketige dalam rangka peningkatan pendapatan Dace
rahe

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 9

Bupati Kepala Dacrah melakukan pembinaan terhadap pe=-
nyvertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga,

Dalem melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh
Sekretariat VWilayah/Daerah,

Pasal 10 esocove




(1)

(2)

(3)

(3)
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Pageldl 10

Dalam hal penyerteaan modal Daerah pada suatu Perseroan
Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daexrah,
Bupatl Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan
duduk sebagai anggota Dewan Komigaris, jlka berdasar
kan jumleh sahsm yeng dimiliki oleh Daerah ada hak un=
tulk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentu=~
an peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat yanz akan mowa -
1111 Daerah secara berkelanjutan untuk mengikutl pe =
laksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak

bagl keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan Xontrak
Lagl tempat usaha, )

Fara Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, adalah Pejabat
vang memahami kewiraswastaan secara profesional dan
bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah,

BAB V

Pasaln11

Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pergawasan

wrmum sehubungaen dengan penyertaan modal Daerah pada Pi-
hak Ketigae.

Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan

dengan penyertaan modal Daerzh pada Pihak Ketiga seba-
gaimana dinaksud pada Paszal 10 ayat (1) dan (2) Pera =-
turan Daerah ini, menyampaikan laporan pelaksanaan tu-

gasnya xepada Bupatl Kepala Daersh gecars berkala yai=-
tu 4 (enpat) bulsn,

Bupatl Kepela Dasrah menyampaikan laporan pelaksanaan
dan hagil penyertaan Modal Dserah pada Pihak Ketiga di
Dasrahnya kepada Instansl atasan sekali dalam setahun,
BAB VI
HASIL USAHA

Pasal 12 seeee
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Pamal 12

Bagizmn laba atau hagll ussha penyertaan lodal Dasrah  pada
Pihak Ketige yang menjadi hak Dasrah, yang diperoleh selama
Tahun Anggaran Perusahaan digsetor ke Kas Daerah dan dimasu-
kan delsm Anggeran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam ta =
hun berikuinyse

EAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pagal 13

(1) Semua nenyertaan Modal Laewah pada Pihsk Ketlga yeng
telah ada sebelwn bevlalunya Persturan Doerah ini, pe -~
nrelclaang pembinaan, pengawasan dan lain-lain selan =
Jutnya disesualikan dengan Peraturan Daersh ini,

(2) Untuk welaksanakean penyecusicn sebagaimana dimaksud

- (1) Pasal ini dan nelakukan inventarisasl terhadap
semua Pernyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, Bupatl
Hepela Dzerah membentuk suatu Tim sebagaimana dimaksud
rasel & ayat (1) Peraturan Daerah ini,

S AB VITI
KETENTUAN PENJLUP
Pagal 14

linlehal vang belum diatur dalam Psraturan Dasrah ini sepan-
mengenal pelakszensannya ditetaplken oleh Bunatl Kapala
‘e

1=

Paged 15
Dengonn bewlaunya Pervaturan Daerah ini, maka semua ketentu-
on yang berientangan dengan leraturan Daerah ini dinyataiun
Gieabut dan tidak berlaku lagl,

Pasal 16 er0ead

-~
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Pagal 16
Peraturen Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Cianjur, 6 Maret 1991,
DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TK.II CIANJUR CIANJUR,
Ketua,
Cap/ttdo= Cap/ttd o=
Drrge HeDelMe DJUNAEDI Drs, Ho BDDI SOEKARDI

Peraturan Dasreh ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Re=
publik Indonesia dengan Keputusannya tanggal 27 Agustus
1992 Nomoxr 570,32 = 1031,

MENTERI DALAM NEGERI,
Cap/ttd."‘

RUDINI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Cianjur tanggal 5 Seplember 1992 Nomor 7a Tahun 1992 Se=
#wi D,

) mw. H.mamgwmnnummmm

.%tlfpbmbina Tingkat I
NIPs 480 042 958,



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

I,

PENJELASAN :

Atas

NOMOR % TAHUN 1991,
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
PADA PIHAK KETIGA

PENJELASAN UMUM

Dalem rengkas pelaksanaan otonoml Daerah yang nyata dan bsrtang
gung Jawab serta untuk meninglatkan pertumbuhan dan pengembang
an pesrekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya untuk menamhah
dan memupuk suaber Pendapatan Asli Daerah,

B.rdagarkan pasal 5% Undangeundang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokokepokok Pemerintahan Di Daerah, dinyatakan bahwa gumber=
gumber Pendapatan Asli Daerah térdiri dari :

&, Hagll Pajak Daerah

be Hasil Retribusl Daerah ;

¢, Hasil Perusahaan Daerah ;
de Lalnelain Usaha yang sah.

Selanjutnya pada pasal 69 Undang=undang Nomor 5 Tahun 1974 di=
nyatakan pula bahwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan
usaha~ugaha untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah,

Qleh karena itu dianggep perlu untuk menambah sumber = gumber
Pendapaten Asli Daerah dengan mengadakan ussha<usgha sebagal =
mana dimaksud pasal 60 Undang=undang Nomor 5 Tahun 1974  yang
merupalkan salah satu hagil usaha Daerah yang sah, sebagaimana
dimaksud ayat (4) pasal 55 Undang=undang Nomor 5 Tahun 1974,

Untuk so0evsee
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Untuk melakukan usaha-usgha penyertaan Modal Daexrah, sakan
berkaltan dan tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ke =
tiga, ssdangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembie
naan, pengawasan dan gebagainya perlu diatur oleh  suatu
Paraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Penyertaan
Hodal Dasrah pada Pihak Ketiga yang dapat dijadikan lan =~
dasan Huloume

Dalam usgaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiza ter=-
makgud dapat dilsksanskan dengan cara :

8, Membell saham darl Perseroan Terbatas yang telah berbaw
dan Hulum, sehat dan mempunyal proapek baik

be Sebageli pendixi dalam pembentukan Perssroan Terbatas
(P1) 3 :

co Mengadakan kontrek manajemen, kontrak produksi, kontrak
bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak
tempat usaha,

Dengan adanys Peraturan Daerah ini, dibbrapkan tertib ad -
ministrasi penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketige dapat
segera terwujud, meningkatlman penerimaan Pendapatan  Asli
Dasrah jugs.

PENJELASAN PASAL, DEMI PASAL

.

(1]

Pasal 1 huruf a s/d e
hoaruf £

..

Cukup Jelas,

Yang dimaksud dengan [lodal
Daerah yang belum dipisahkan
adalah kekayaan milik/dikua-
sai oleh Pemerintah Daerah
dan belum menjadl kekayaan
Parugahaan Daerah,

Cukup Jelas,
Cukup jelas,

Pembelian saham dardl Perse -
roan Terbatas (PT) yang te =
lah berbadan Hukum,sehat dan
mempunyal prospek baik ada =
lah Perusahasan yang mempu e
nyal kriteris :

1o Produksi ecee

huruf g a/d 2

Paesl 2
Pasal 3 huruf 8

e
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Produksl yang effisien,

Administrasl perusahaan yang
baik,

Laporan Keuangan Rugi/laba
dan Neraca dalam 3 (tiga) ta=
hun berturut-turut menyimpul-
kan adanya peningkatan.

Kemampuan membayar kewajibane

Pernah disudlt oleh auditor
ekstern.

Cukup Jjelas. .
Yang dimaksud dengan

1o

20

Kontrak Manajemen

adalah dimana Daexrah nmempunyal
Modal dalam bentuk barang un =
tuk suatu usaha komersial,yang
pengelolaannya dilakukan oleh
Pihak Ketiga, dengan ketentuan
bahwa plhak ketiga akan meng o
rima imbalan atasg Jasanya yang
dipernitungkan dari hasil usa-
ha dimaksud dan dituangkan da-
lam Nagkah Perjanjian,

Kontrak Produksi

adalah dimana Doeunah mempunyai
modal dalam bentuk bharang un =
tuk suatu usaha komersial, sew
dang pengelolaannya dilakukan
oleh Pihak Ketiga dengan keten
tuan antara lain :

&, Pihal: Ketiga menyedlakan mo
dal investasi dan Medal Ker
Jjas

be Pihak Ketiga diwajibkan mem
bayar sejumlah uang (royale
ty) kepada Pihak Pemerintah
Daersh sesual dengan Perjan
Jian,

¢, Untung cee
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¢, Untung rugi dalam barusaha men-
Jadl tanggung jawab pihak keti-
Zae

Kontrak bagi keuntungan

adalsh dimans Daerah mempunyal mo-

dal dalam bentuk barang dan atau
hak atas bharang untuk usaha komer-
gial, sedangkan pengelolsannya dle
lakukan oleh Pihak Ketiga dengan
kotentuan antara lain

n, Pihak Ketlga harus menyediakan
Hodal Invegtasd dan atau Modal
Kﬁrjao

be Kelancaran jalannya usaha nen =
Jadl tanggung jawab Pihak Ketie
&

Cco Hasil usaha altsu keunbtungan d4ai
hagi antara Pihak Pemerintsh
Daerah dan Pihak Ketiga sesuail
dengan prosentage yang ditetap=
kan dalam perjanjian,

Kont»ak bagi hasgll ugaha

Dalam hal indi Pihak Ketiga mengine
ventarisir terlebih dahulu modal /
peralatan dan lain-~lain sarana
vang d iperlukan, sehingga usaha
dimaksud mampu berproduksi dan ber
operagi,

Pengelolaan usaha dilakukan oleh
Pihak Pemerintan Daerah Cqe Badan
Pengelola,

Haslil usaha yvang herups harang-=ha=
rang produksi dibagi antara Pihak
Pemerinteh Daerah dan Pihak Ketiga
gesuai dengan prosentase yang di -
tetapkan dalam parjanjian,

S5¢ Kontrak ssseeee

T
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5e Kontrak bazi ftempst usaha

Dimana dalam hal ini Daerah mem
punyal sebldang tanah yang ber-
status Hak Pengelola dan menja-
lankan untuk mendirikan tempat

usaha, sedang untuk bangunannya

- diserahkan kepada Plhak Ketlge

dengan persgyaratan yang saling
meauntungkaa @

8., Semua bilaya penyelesalan ba-
ngunan tenpat usaha dimaksud
menjadl tanggung jawab Pihak
Ketlga,. :

b, Sebaglan dari tempst usaha
yanz sudah dikargun dimanfeat
¥an atzu dikelola ocleh Pihak
Katiga, sedang yanz s2bagian
lainnyn dimanfaatkan dan
atau ditentukan statuanya
oleh Pihak Femexrintah Daerah,

e, Atas baagunan yang dilkangun
oleh Pihak Ketiga tersebut
diberikan sertiflkat Hak Gue
na Bangunan diatas tanah Halk
Pengelola,

d, Bangunan yang di bangun tere
sebut masul dalam Inventaris
Daerah,

e, Kepada Pihak Ketiga diberi =
kan wewenang untulk mengelola
bagian gedung tersebut seu =
mur Hak Guna Bangunan yang
diberikan,

. Seluruh bangunan tersebut men
Jadi milik Daerxah setelan
berekhirnya Hak Guna Bangun-
an yang bersangkutan,.

Paaal 4 OO0 v ON
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Pagal 4 ¢ Cukup jelase
Pa.al 5 syat (1) dan ¢ Cukup Jelas.
ayut { 2)

ayat (3) huruf a $ Cukup jelas,

huruf b ¢ Yanz dimaksud dengan Para Pihak ada-
1ah Pemerintah Deerah dan Pihak Ke =
‘i:iga.
huruf e s/d £ @ Cukup jelase
ayat (4) s/d ayat (5) ¢ Cukup jelas.

Pasal 6 s/d Pagal 16 ¢ Cukup jelass
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